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BUPATI BUNGO | :

KEPUTUSAN BUPATT DUNGO
NOMOIt 893 TAIIUN 2001
TENTANG
PENETAPANN NOMOR SEXOLAN DASAR DALAM KABUPATEN BUNGO

NUPATL BUNGO,

cinhis e i ¢ Sural  Kepala Dinas pendidikan  Dasar dan  Kebudayaan
Kabupal en o Bungn  Nomor Nownr 42101 /74 J/Pnk vanppal 6
i Ot e ibat Hesalan Peaggant ian Nomod /o Penamoran
Kembali Sckolah Dasar dalam Kabupaten Bungo.

ecnimbang s a. bhahiwa dung5n adanya Pemekaran Kabupaten nungn Taho
menjadi  Kabupaten lungo dan Kabupalen Tebo, maka
dipandang perlu menaelapkan kembali Nomer Sekolah

Dasar dalam Kahupaten Dungo ;3

bh. bahwe unbkuk memenuhi maksud hurul a diatas, perlu
ditertapkan dengan Keputusan Nupati |

Muangingal - 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentuk-
an  Daerah Tingkat TI Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkar [1 Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-
undang  Nomor 12 Tabun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otnonom Kabupalen (i Propinsi Sumalera Tengah
. (Lembaran Negara ‘Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Nepara Nomar 2755 )5

o Undang-untdang Nomor & Tabun 1974  Lentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lambaran Negara Talun 1974 Nomor
546, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042), Juncto
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 rentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (lLembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Y. Undang=undang  Nomor 2 Tahun 1909  Lenlang Siska
Pepcidikan Naslonal ( Lembaran Negara Tahun 198
Nomor 6, Tamhahan l.embaran Negara Nomor 3390);

o]

4. Undang-undang Nomor 22 Talhun 1999 tentang Pemerin-

Lahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Pambahan Negara Nomor J030);

L Undanpg-undang  Nomor 54 Tahuo 1999 rentang Pemben-
Lukin Kabupalen Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupa-
Len Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lambaran Negara ‘Tahun 1999  Nowmor 182, Tambahan
[Lembaran Negaca Nomor 3907);

6. Peraturan




CEMBUSAN

ias a8
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Yih, Bapalk
Yiho Sdr.
Yih, Sdr.
Ya b Sale
Yih, Sde.

(. Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000

tentang
. ; ; ) Ins i
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

scha-
gai Dacral Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
N

Nomor
e L . T1T0FR " A
v Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Kepulusan
Toknik
Nentuk
an

Presiden  Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyusunan Peraturan perundang-undangan
Rancangan Undang-undang, Rancangan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

dan
peratur-
Pres:.den

MEMUTHSKAN

Penelapan  Nowmor sekolal

tertera pada

Dasar dalam Kabupaten
sebhagaimana Lampiran

JNungo
Keputusan

inij,
Keputusan ini mulai herlaku pada Langgal ditetapkan.

Ditetapkan

di  Muara Bungo
Pada tanppal 21 Juni 2001
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Gubernur Jambi di Jambi .
Kepala Dinas D odan K Praping

Jamhb i
Kalandep Dilknas Kabupalon Doango

Fadis P dan K Kabupaten Buangg i

di Jamb i ;

Muarg Bunpq .

Muar g Nungo .
Para Camat daolam Kabupal on

Bunpgao .



